
GUBERNIJR LAMPI'NG
PERATURAIT GUBERNUR LAIIIPUI{G

T{OMOR 33 TAHUN 2022

TENTAITG

PERUBAHAIT PEI{JABARAN AI{GGARAIT PEI|DAPATAIT DAIT BELANJA DAIRAH
PROVITSI LAUPT'ICG TAHI'IT AX(X}ARAIT 2022

DENGAN RAHMAT TI'IIAN YANG MAIIA ESA

GUBER.ITT'trI LAMPUITG,

'.-. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ll Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur l.ampung tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggxan 2022.
l. Pasat 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapart

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442lOl;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tar::.bahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
pemerintah Daerah (kmbaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan le mbaran Daerah 6757);

Mengingat
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 200O tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200O Nomor 210, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4O28);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan l-a.yanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang l,aporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggunglawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi l.a.poran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
T\rgas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung;

1 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Ralcangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 20ll tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 201 I tentang Tata cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2or2 tentang pedoman
Pengelolaan Investasi pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2077 terrtang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l lentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22
(Berita Negara Tahun 2021, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27);

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor L34|PMK.OT 12022
tentang Belanja Wajib Dlam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun
Anggaran 2022 (Beita. Negara Republik Indonesia Tah:un 2022 Nomor 837);

21. Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);

22. Peratwran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, (t embaran Daerah Provinsi l,ampung Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan l.embaran Daerah Provinsi lampung Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2O2l terrtang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi l,ampung Tahun Anggaran 2022
(kmbaran Daerah Tahun 2021 Nomor l3);

25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4l Tahun 2O20 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah lampung Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor
4rl;

26. Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi l^ampung Tahun Anggaran
2022 (Benta Daerah Tahun 2021 Nomor 57);

27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2022 terrtang Perubahan Atas
Peraturan Gubemur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 7l;

28. Peraturan Gubernur ta-mpung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Ke{a Perangkat Daerah l,ampung Tahun 2022, (Berita Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2O22 Nomor l2l.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATT'RAN GTIBERITTIR TENTAI{G PERUBNIAN PENJABARAT{
AJY(X}ARAN PENDAPATAIY DAN BELANJA DAERAH PROVIilSI
L.AUPUITG TAHUIT ANGGARAIT 2022.

Paral 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

dalam ralgka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut;
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2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;

3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggar.rn berikutnya;

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali;

1 1. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumtah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang
dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan,
pe{anjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumn yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun;

14. Rencana Ke{a dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunalan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD;

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah;

16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah
kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota;

17. Dewan Perwalilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwak an rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;
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Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar
Rp6.558.085.742.933,OO bertambah sebesar Rp357.165.698.357,74 sehingga
menjadi sebesar Rp6.9 I 5.25 1. 441.290,7 4 dengan rincian sebagai berikut:
l. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 6.558.085.742.933,00
b. Berta.mbah Rp 357.165.698.357,74
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 6.915.251.441.290,74

2. Belanja Daerah;
a. Semula Rp 7.011.699.025.933,00
b. Bertambah Rp 95.059.569.570,08
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 7.106.758.595.503 

^7\/
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan
l) Semula Rp 644.793.283.000,00
2) Berkurang Rp (262.106.128.78,671
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 382.687.154.212,33

Rp
Rp
Rp

b. Pengeluaran Pembiayaan
l) Semula Rp 191.180.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa Lrbih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

191.180.000.000,00
t9t .507 .154 .212,33

0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:
1. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, pendapatan,
Belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan Daerah,
Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, pendapatan, Belanja, darr
Pembiayaan;

3. ta-mpiran III.A Daftar Nama penerima, Alamat penerima, dan Besaran
Hibah Uang;

4. L^ampiran III.B Daftar Nama penerima, Alamat penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. tampiran IV.A Daftar Nama penerima, Alamat penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial Uang;

18. Satuan Ke4'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.



IV.B

V.A

V.B

VI.A

VI.B

u.c

VII.A

VII.B

VIII

x

6. t ampiran

7. l.ampiran

8. La.mpiran

9. L,ampiran

10. Lampiran

11. l.ampiran

12. Lampiran

13. Lampiran

14. La.mpiran

15. t ampiran
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Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial Barang;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagr Hasil Kota;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Desa;
Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam / tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan;
Sinkronisasi kebdakan pemerintah provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasaa dalam rancangan
Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan
Negara.

Pasal 4

Lampiral sebagaimala tersebut dalam Pasal
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3 merupal<an bagran yang tidak

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran satuan Ke{a
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
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Pesal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 12- 10 - 2022

GTIBERITTIR LAUPTING,

ttd

ARINAL DJTIITAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 12 - lO - 2022

SEKRETARIS DAIRATI PROVIISI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Ke la Hukum Sekretariat Daerah

mpu

SH

Pe bina Utama Muda
I

NIP. 19650905 199103 1 004



Dic.t.k d.ri: SISTEM INFORMAST pEREtfiANAAN DAN q9NGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode Uraisn
Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp)

1 2 3 4 5=4-3
Sisa Lobih Pembiayaan Anggaran Tahun Berken&n (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIOI

Sali ns
K

5H

bina Utama Muda
NrP. 19650905 199103 1 004

ttd

i denSan aslinya
ukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung,

(
(

(
(

Halaman 41/11
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